
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
WALTKOTA SEMARAN'G, · 

a. bahwa dalam rangka melakaanakan ketentuan Pasal 71 ayat 
(5Lpasal 72 ayat (5), Pasal 7.5 ayat (2). dart Pasal 85 ayat (3) 
Peraturan Daerah ·Kata Semarang Nomor 2 Tahun 2012 
tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang, maka perlu 
menyusun peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah 
dimaksud; 

b. bahwa berdasarkan pertirnbarrgarr dirnaksud dalam huruf a, 
dan · huruf b, rnaka perlu membentuk Peraturan Walikota 
Semarang tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengujian 
Kendaraan Bermotor di. Kata. Semarang. 

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 teritang Pernberrtulcan 
Daerah-Daerah Kora Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, · dan dalam Daerah · 
Istimewa Jogjakarta; 

2. Uildang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran N,:.~~r~ R~ptthlik TrnJone:~i.=. 
Tahuri 2004. Nornor 125, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia. Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
444~; . 

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia nomor 5025); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia 
Nomor 5038); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Oacrah 
dan Retribusi Daerah [Lemharan Negara· Rcpublik Indonesia 
Tah un 2009 Nomor I 307 Tam bahan Lembaran Negara 
Repu blik Indonesia Nomor 5049); 

Mengingat 

Menimbang 

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG 
NOMOR \q 1·AHUH ,-1()13 

.TENTJ\NG 

PETUNJUK PE.l.~AKSANAAN.RRTRTBUSI PENGUJlAN K!!;Nl>ARAAN BERMO'T'OR 
DI KOTA S~MARANG 
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7. Undang-Undang NomOI' 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturari Perundang-undangun (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nornor 82, Tambahan Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

8. Peraturan Pernerinta h Nomor 16 Tahun 1976 ten tang 
Perluasan Kotamadya Daerah Tingka 1. TT Semarang (Lem baran 
Negara Rcpublik lndonesia Tahun 197(> Nomor 25~ Tarnbahan 
Lcmbarun Neg::im Ropublik Indonesia Nomor 3079); 

9. Pcraturan Pernerintah Nomor 41 Tahun l YY3 t('.fltfl.ng 
Angkutan jalan (Lcrnbaran Negara Re.publik Indonesia. 'l'ahun 
1993 Nomor 58, 'I'arnbahan Lembaran Negara. Republik 
Indonesia Nomor 3527); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang 
Pemeriksaan Kcndaraan Bermot.or di Jalan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Numur 3528)~ 

11. Peraturan Pemcrintah Nomor G8 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah [Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan Pernerintah Nomor 79 Ta h un 2005 tentang 
Pedornan Pem b1naan clan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pcmcrintahan Dueruh (Lembaran Negara Repu blik Indonesia 
Tahun ~UOh Nomor l 65, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian urusan Pemerintahan arrtara Pemerintah, 
Pernerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Dacrah 
Kabupaten/Kota (Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 4 737); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, $erta 
Manajcmen Kebutuhan Lalu Liritas [Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun .2011 Nomor 61, Tambnhun 
Lembaran Negara Nomor !:>221); 

15. Pcraturan Pemerirrtnh Nomor 55 Tahun 2012 h·mLrlng 
Kendaraan {Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 
Nomor 120, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5317); 

16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nornor 11 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Semarang Tahun 2007 Nornor 1 Seri E, Tambanan 
Lembaran Daerah Kota Semarang Nornor 1); 

17. Peraturan Daerah Kot.a Semarang Nomor 5 Tahun 2007 
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 11 E, Tambahan 
Lernbaran Daerah Kota Semarang Nomor 8); 

18. Pe:,ru.tunHt Daerah Kota Semarang Nornnt• S Ta h un '.2008 
ten tang Urusan Pemerintahan yang Menjad i Kewenangan 
Pernerintah Kota Semarang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 8; Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 18); 



R/\BJ 
KETENTUAN UMUM 

Pas.al l 
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 
1 , Daerah adalah Kata Semarang. 
2. Pemeriritah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

Penyelcnggara Pcrncrintahan Daernh. 
3. Walikota adalah Walikula Semarang, 
4. Pemungutan adalah suatu rangkalan kegiatan mulai dari penghirnpunan 

data objek dan subjek retnbusi, pcncntuan besarnya retribusi yang terutang 
sampai kcgiatan pcnaglhan retribusi kepada Wajib Retribusi serta 
pengawasan penyetorannya. 

5. Retrtbusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan 
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertenl.u yang 
khusus disediakan dan / atau diherikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
kopentingan orang pribadi atau badan. 

6. Penguji adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Satuan K~1:1r.1 Perangkat 
Daerah yang tugas dan kewenangannva di bidang Perhubungan Kohl 
Semarang yang di turijuk sebagai tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi 
kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat dan tanda kualifikasi 
teknis sesuai dengan jenjang kualifikasi yang di terbitkan oleh Direktu r 
Jenderal Perhubungan Darat Kernentrian Perhubungan, 

7. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji 
dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan berrnotor', kereta garrderig, 
kereta tempel, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap 
persayaratan teknis laik jalan. 

8. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan 
mekanik berupa mesin selain kertdnrnnn yang berjalun diutus rel. 

9, Kendaraan Berrnotor Wajib Uji adalah setiap keridaraan bermotor yang 
berdasarkan peruturan per-urrdarrg-urrdartgan yang berlaku wajib diujikan 
untuk menentukan kelaikan jalan. 

10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang rnenurut peraturan 
perundang-undangan retribuai diwajibkan untuk melakukan pembayaran 
retribusi. termasuk pemungut, pengumpul atau pemotong retribusi tertentu. 

11. Surat Ketetapan Retribu si Daerah, yang selanjutnya di singkat SKRD, adalah 
surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jurnlah pokok retribusi 
yang teru tang. 

12. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, 
keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan 
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk rnenguji 
kepatuhan pemenuhan kew$.jib.an retr-ibn si rl.i:m/RtAu untuk tujuan laindalarn 
rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Mr.nr:t~pkA11 : PERATURAN WALlKOTA '1'1-t;N'l'/\Nn PErUN,JUK PELAKSAN.A.AN 
RE'rRlBUSI PENGUJlAN K~NOAHAAN .1:HiHMUTOt<. UI KOTA 
SEMARANG 

19. Peraturan Daerah Kot.a Semarang Nomor 2 'rahun 2012 
tentang Rctribusi -Jasa Umurn [Lembaran Daerah Kota 
Semarang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Daera h Kota Semarang 69). 

. , 

MEMUTUSKAN: 



Pasa] 5 
( 1) Atas Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) 

diberikan tanda bukti pembayaran retribusi, 
(2) Setiap pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam 

buku penerimaan. 

BAB IV 
TEMPAT PEMBAYARAN, BENTUK DAN ISi SK~L\ SERTA PENYELF.SATAN 

PEMBAYARAN 
Pasal 4 

(1) Tempat Pembayaran Retr'ibu si di Dinas. 
(2) Bentuk dan Isi SKRD sebagaimana dirnakaud dalam Pasal 3, tercanturn 

dahim Lampiran Pcraturan Walikota irri. 
(J) Pembayaran retribusi harus dilunaai ~eknligus. 
(4) Pembayaran retribusi dari Wajib Retribusi ditcrima olch Bendahara Penerima 

Din as. 
(5) Penerimaan retribusi sebagairnana dirnaksud pada ayat (4) harus disetor ke 

Rekening Kas Daerah paling Iarnbat 1 (satu] hari kerja terhitung sejak 
retribusi tersebut diterima. 

(6) Apabila hari penyetoran sebagaiman« dimakaud pada ayat (5) jatuh pada 
hari llbur, maka penerimann rerribusi disetorkan pada hari kcrja bcrikutnya, 

BAB 11 
W A,JTB RETRIBUSI 

Pasal 2 

Wajib Retribusi Pengujian Kcndaraan Bermotor adalah pemilik kendaraan 
bermotor wajib uji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berla.ku 
wajib diujikan un t 1Jk menentukan kelaikan jalan 

RAR Ill 

TATA CARA P~MUNUUTAN RETRIBUSI 
Pasal ~ 

(1) Retribusi dipungut dcngan menggunakan SKRD yang berupa Forrnulir 
Perrnohonan Pendaftaran Uji Kendaraan Bermotor. 

(2) Formulir Permohonnn sebagaimana dimaksud pada 1-1yuL ( I], harus dii~i oleh 
Wojib Retribusi dengan uiclampirkan persyaratan a,lminix1n=.s8i scbagai 
berikut; 
a) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli; 
b) Buku Uji asli, kecuali untuk kendaraan baru; 
c) Surat Ijin Trayek asli, untuk mobil penumpang umum dan mobil bus; 
d) Surat Keterangan Tera asli, untuk mobil tangki; 
e) Sertifikat Rcgistrasi Uji 'rip~ (8RUT) bagi kendaraan bermotor baru; 
~ Surat Keterangan Pcrubahan Bentu k (SKPB) alau Surat Karoseri, untuk 

kendaraan bermotor yang melakukan perubahan bentuk fisik kendaraan 
bermotor. 



ADITRTHANANTO 
BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2013 NOMOR ~ 

Diundangkan di Semarang 
pada tanggal °? .3v N. s» l 7 
SEKf{ETARIS DAERAH KOTA SEMARANG 

Plt. WALlKUTA SEMARANG 

Ditetapkan di Semarang 
pada tanggal :, J"A -~;\~ s» I J 

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 
Peraturan W alikota ini Mulai berla ku sejak tanggal d itetapkan. 
Agar setiap orang mcngctahuinya, memerintahkan pcngundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang. 

Pasal 6 
(1) Walikota berwenang melakukan perneriksaan untuk menguji kepatuhan 

pcmenuhan kewajiban Retnbusi dalam rangka melaksanakan pcraturan 
perundang-unda ngan R~tribu;!Si. 

(?) DA1Am rangka pel~\k!$aTIHHri pcmertksaen si'!bag<"1.frn:-1ns din1E1lt(iUd pnda .:1.y~1.t 
(1 ), Walikota rnembentuk Lim yang terdiri dari: 
.1. Kepolisian; 
b. Satuan Pol lsi Pam.ong Praja Kota Semarang; 
c. PPNS; 
d. Pcnguji Kendaraan Bermotor; dan 
e. Staf Bitlm1g Perhubungan Darat. pada Dl11t1~;1 Perh ubtrngari, Komunikaoi 

dan Informatika Kota Semarang. 
(3) Tugas Tim scbagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: 

a. melakukan pemeriksaan terhadap kelayakan kendaraan; dan 
b. melakukan pemeriksaan terhadap kepatuhan pembayara n retribusi 

Pcngujian Kendaraan Berrnotor. 
(4) Tim sebagaimana dimaksud pncl~ ayat (2) dalam melaksanakan 1 ugasnya 

menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas, 

BAU V 
TATA CARA PEMERIKSJ\A N I~ ~;TRTBUSI 

, • I 



HENDRAR PRIHADI 

Plt. WALIKOTA SEMARANG 
WAKJL WAI..IKOTA 

Cw?- 

Lembar l untuk pemiHk 
Lembar II untuk uji kendaraan 
Lembar III untuk BKP 

NIP . 

( ) 

Semarno.g, 
Petugus 

Jumlah Retribusi harus dibayar : Rp. 

Sub Total 

: Rp, 
'. Rt\ 
: Rp. 
: Rp. 

: Rp. 
, Rp 
: Rp. 
: Rp. 

Buku Uji 
Plat Tandil r.~j1 
Slicker Tanda l W 
Sub Total 

JJ1AYA UJI 

Biaya Uji 
nenda 

BIA YA RETRIBUSI YANG HARUS DIBA Y AR 

J.llA YA AD.MINJ.STRASI 

Sen1(\rans~ 
Pcm oh on 

PER HATTAN 
1. Biaya rctribusi harus dibayar tunas pada saat 

melakukan pendaftaran. 
2. Ujikan scgcra, scbclum masa uji bcrakhir, 
3. Untuk menghindari sanksi administrasi segera 

laporkan dan ajuka.n permohonan apabila kendaraan 
bermotor dalam keadaan rusak / tidak beroperasi 

g. No. Kendaraan 
h. No. Mesin 
1. No. Rangka 
j. Sifat Penggunaan 
k. Tanggal habis masa uji 
1. J BB 

P E N DA F T A R A N untuk : 
a. No. Uji I I'emenksaan 
h. Nama Pemilik 
c. Alamat Pemilik 
d. Merk I Tipe Kendaraan 
e. Tahun Pembuatan 
f. Jcnls Kendaraan 

FOR.MULIR PERMOHONAN PRNDAFTARAN UJT KRNDARAAN BRRMOTOR 
( SURAT KETERANGAN RETRIDUSI DAERAH) 

PEMERINT/\H KUTA SUMARANU 
DlNAS l11£lUll.JBl!NGAN KOMllNlKASl nAN IN'liOilMATIK.A 

(DISHUDKOMINFO) 
Jl 'I'ambak Aji Raya No. 5 'I'elp.zl-ux, (024) 8662389 Kode Pos : 50185 

, •...... ··"·! 
n ··•· "'. ' I 
' J 

.----------------·-·-··-----------···-- .. -·,.-··------··-·-'"""'"''"'"'"""""'''''''" . 

LAMPIRAN I 
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG 
NOMOR 
TENT ANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI 
Pl£NOUtJIAN KB_:NOARAAN Hl£RMOTOR 
DI KOTA SEMARANG 

I I 



HENDRAR PRJHADJ 

Plt. WALJKOTA SE:MARANG 

WAKIL W ALIKOTA 

1 In 01 OI I 110 4 I ','.(II .!1'1 

N~nil'I 

Alumul 

Uimi>, rcrscbur rltntn~ rl1tcmmn 
............................... tg.l. " .. 

............. X) 

Ayut Penerima ; 

: Rp. 
. h.'p 

- Retribusi PKB 
-D~w.li1 

A1111rui\ 

Sebagai Pembavaran 

lknfluhuruwun Khusun Pumnium . Dines Peihubuns.iui K,~nm11001,:1 d.an lnf<lnnalik.u Kolu Si.uu11·mij.\ 

T.c111hti.1· : I/£T/lll'/lV 
JANDA BU)...'TI PENF.RJMA. AN 
Nu. No: 

LAMPIRJ\N 1l 
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG 
NO MOR 
TENTANO 
PRTUN,JUK PRLAKSANAAN RETRIBUSl 
PENGUJlAN KP.;NDARAAN DERMOTOR 
Dl KOTA S~MAr!ANU 

lfl. I 

Mudd : Bend 26 
PEtvfF.RTNT AH KOT!\ SHMARI\.NG 

DINAS PERHJJJ3UJ\J'GA.N KOMUNIKMI DAN INJ•'C lllMA l'IKA, 


